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Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan
bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang berihram (hati atau umrah). Sesungguhnya Allah

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.! (Q.S. Al Maidah : 1)

1 Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur'an Kudus, Al-Qur’an Al-Quddus (Kudus: CV Mubarokatan
Thoyyibah, n.d.), 105.
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ABSTRAK

Zulfa Rahmasari, Implementasi Kebijakan Belanja Tunjangan Profesi Guru Bidang
Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Derah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran 2022. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas
IImu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Kompetensi guru dan tenaga kependidikan berperan besar dalam mewujudkan
sumber daya bangsa yang unggul dan mampu menjawab tantangan zaman. Peningkatan
kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi hal yang wajib dilakukan demi
tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kantor Wilayah Kementerian Agama
DIY mengeluarkan kebijakan pembelanjaan sebagian Tunjangan Profesi Guru untuk
peningkatan kompetensi guru. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang baru pertama
diterapkan di Indonesia, dan mendapatkan dukungan positif dari pemerintah pusat untuk
selanjutnya bisa diterapkan di daerah lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) proses perumusan
kebijakan belanja TPG (2) tingkat implementability (ketercapaian) kebijakan. (3) faktor
pendukung dan penghambat implementasi kebijakan belanja tunjangan profesi guru yang
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik
pengambilan sampel purposive sampling. Teknik pengambilan data berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi metode, triangulasi sumber
dan juga triangulasi waktu untuk menjamin kredibilitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses perumusan kebijakan belanja tunjangan
profesi guru oleh Bidang Pendidikan Madrasah melewati 4 tahap, yakni identifikasi
masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah, dan perumusan kebijakan. (2) Tingkat
implementability (ketercapaian) kebijakan belanja TPG masih dalam kategori rendah,
dikarenakan masih banyak organisasi profesi yang belum terdeteksi. Pelaporan belanja
TPG melalui aplikasi belanja TPG juga masih tergolong rendah. (3) Faktor pendukung
impelementasi kebijakan belanja TPG meliputi dana anggaran DIPA, kompetensi
pemangku dan pelaksana kebijakan, peralatan dan server aplikasi belanja TPG, serta
kesadaran dan kepatuhan pelaksana kebijakan yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat
implementasi kebijakan belanja TPG meliputi jangkauan dan sebaran informasi yang
belum merata mengenai kebijakan, penguasaan teknologi pelaksana kebijakan yang masih
rendah, masih adanya bias dalam controlling pelaporan kebijakan belanja TPG, serta
pemenuhan kebijakan masih bergantung pada keaktifan organisasi profesi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Belanja Tunjangan Profesi Guru



ABSTRACT
Zulfa Rahmasari, Implementation of Teacher Professional Allowance Expenditure Policy
for Madrasah Education at the Regional Office of the Ministry of Religion, Special Region
of Yogyakarta 2022 Fiscal Year. Yogyakarta: Islamic Education Management Study
Program Faculty of Tarbiyah and Teacher Training UIN Sunan Kalijaga, 2022.

The competence of teachers and education personnel plays a major role in realizing
superior national resources and able to answer the challenges of the times. Improving the
competence of teachers and education personnel is something that must be done in order to
achieve the goal of educating the nation's life. The Regional Office of the Ministry of
Religion of DIY issued a policy of spending part of the Teacher Professional Allowance to
increase teacher competence. This policy is the first new policy to be implemented in
Indonesia, and has received positive support from the central government for further
implementation in other regions.

The purpose of this study was to determine (1) the process of formulating TPA spending
policies (2) the level of policy implementability. (3) the supporting and inhibiting factors
for the implementation of the teacher professional allowance spending policy issued by the
Regional Office of the Ministry of Religion of the Special Region of Yogyakarta. This
research is a descriptive study with a qualitative approach, with a purposive sampling
technique. Data collection techniques in the form of observation, interviews and
documentation. The researcher uses method triangulation, source triangulation and also
time triangulation to ensure the credibility of the data.

The results of the study show that: (1) The process of formulating policies for spending on
teacher professional allowances by the Madrasah Education Sector goes through 4 stages,
namely problem identification, agenda setting, problem formulation, and policy
formulation. (2) The level of implementability of the TPA spending policy is still in the
low category, because there are still many professional organizations that have not been
detected. Reporting on TPA spending through the TPA shopping application is also still
relatively low. (3) Supporting factors for the implementation of TPA spending policies
include DIPA budget funds, competence of policy holders and implementers, equipment
and application servers for TPA spending, as well as high awareness and compliance of
policy implementers. Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of TPA
spending policies include the unequal reach and distribution of information about policies,
the low mastery of technology implementing policies, there is still a bias in controlling the
reporting of TPA spending policies, and the fulfillment of policies still depends on the
activities of professional organizations.

Keywords: Policy Implementation, Teacher Professional Allowance Expenditure
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang esensial karena tujuan dari
diadakannya pendidikan adalah agar peserta didik mampu mengembangkan
potensi dirinya sehingga memiliki berbagai keterampilan baik itu
menyangkut dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sejalan juga
dengan pendapat Suparno SJ (2002) yang menyatakan bahwa pendidikan
mengantarkan manusia untuk bisa mengoptimalkan kompetensinya
sehingga seluruh sisi kemanusiaannya bisa berkembang maksimal.?
Pengoptimalan kompetensi menjadi fokus utama diadakannya pendidikan.

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat keberhasilan
pendidikannya. Bangsa yang berhasil melaksanakan pendidikan tentunya
bisa menghasilkan warga negara yang memiliki capability (kemampuan)
untuk bisa mengolah potensi dirinya sehingga mampu menjawab tantangan
zaman yang semakin variatif.® Leluhur Bangsa Indonesia juga menyadari
akan pentingnya pendidikan, sehingga “mencerdaskan kehidupan bangsa”
menjadi salah satu tujuan bangsa yang termaktub dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Republik Indonesia

Tahun 1945.

2 Syafaruddin, Kepemimpinan Pendidikan: Akuntabilitas Pimpinan Pendidikan Pada Era Otonomi
Daerah (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal.2.

3 Muhammad Al Qadri Burga, Rasyid, and Rosdiana, Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Qurban:
Kritik Terhadap Praktik Pendidikan Modern (Makassar: Alauddin Press, 2017).



Guru memegang peranan penting dalam rangka mencapai
keberhasilan pendidikan. Kualitas guru menentukan seperti apa output
sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Guru yang memiliki kualifikasi
akademik dan menguasai empat standar kompetensi pendidikan dianggap
mampu untuk bisa mencetak sumber daya manusia yang unggul.* Standar
kompetensi yang dimaksud yakni kompetensi kepribadian, kompetensi
paedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Penguasaan keempat kompetensi diatas merupakan syarat agar
seorang guru dapat dikatakan profesional.® Kualitas dan profesionalitas guru
dalam hal ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan dan kita
upayakan peningkatannya karena menyangkut keberhasilan pembelajaran
di kelas. Seorang guru hendaknya mengupayakan berbagai macam metode
pembelajaran yang mampu mendorong siswa untuk bisa aktif di kelas, tidak

hanya pasif dan mendengarkan penjelasan materi dari guru.®

4 Florentinus Minarta Nua, “TUNJANGAN PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KOMPETENSI GURU DAN KARAKTER PESERTA DIDIK,” REVITALISASI : Jurnal llImu Manajemen 9, no.
2 (December 30, 2020): hal.250, https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v9i2.1369.

5> Saidan Saidan, “Peningkatan Kompetensi Profesionalitas Guru Madrasah Melalui Pendidikan Dan
Pelatihan ( Sebuah Analisis Terkait Materi Diklat),” Darul llmi: Jurnal llmu Kependidikan Dan
Keislaman 8, no. 01 (August 11, 2020): hal.97, https://doi.org/10.24952/di.v8i01.2705.

6 “Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen” (n.d.).



Kualitas seorang guru dapat menentukan seberapa baik kinerjanya.
Kinerja guru memiliki andil yang besar dalam menciptakan proses
tercapainya tujuan pembelajaran.” Pemenuhan tugas dan tanggung jawab
menjadi salah satu indikator bahwa guru tesebut memiliki kualitas yang baik
sehingga dapat dikatakan kinerjanya juga baik.2 Pemenuhan tugas dan
tanggung jawab guru dalam melaksanakan pendidikan di kelas tentunya
harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja guru, baik
itu berasal dari internal seorang guru ataupun eksternal dari lingkungan
sekitarnya.® Salah satu faktor internal yang bisa memengaruhi buruknya
kinerja seorang guru adalah kurangnya motivasi dari dalam diri guru untuk
bisa memiliki semangat mengajar yang mana hal ini disebabkan oleh belum
terpenuhinya kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.’® Manusia akan lebih
bersemangat untuk melaksanakan tugasnya ketika ia sudah tidak lagi
memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena
semuanya sudah terpenuhi.** Oleh karena itu, penjaminan terhadap

kesejahteraan guru patut untuk direalisasikan.

7 Kadek Maya Komala Sari and Nasriani Nasriani, “DAMPAK SERTIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS MENGAJAR DAN KEDISIPLINAN GURU DI SMP NEGERI 1 TOLITOLI,” MEDIA BINA ILMIAH
15, no. 9 (March 31, 2021): hal.5199, https://doi.org/10.33758/mbi.v15i9.1050.

8 Askar Yaman, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tunjangan Profesi Guru, Dan Iklim
Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Di Kota Makassar,” Al-Musannif 2, no. 1 (April 13,
2020): hal.30-31, https://doi.org/10.5281/zenodo0.3740257.

° Diny Kristianty Wardany, “KONTRIBUSI KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI PROFESIONAL
TERHADAP KINERJA GURU,” JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan Dan Keguruan 1, no. 2
(2020): Hal.75.

10 Elien Firsda, Yasir Arafat, and Achmad Wahidy, “Pengaruh Tunjangan Profesi Dan Disiplin Kerja
Guru Terhadap Kinerja Guru,” DAWUH : Islamic Communication Journal 1, no. 3 (November 15,
2020): hal.83.

11 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).



Dalam rangka memastikan tercapainya suksesi pendidikan, kinerja
guru menjadi salah satu aspek yang harus selalu ditingkatkan. Pemerintah
melakukan banyak usaha dalam rangka meningkatkan kinerja guru, salah
satunya yakni dengan mengadakan penilaian kinerja guru (Yamin &
Maisah, 2010).*> Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan guru agar kinerjanya meningkat adalah dengan
memberikan tunjangan profesi guru.*

Tunjangan profesi guru selanjutnya disingkat TPG adalah jaminan
kesejahteraan sosial berupa penghasilan di atas kebutuhan minimum yang
diberikan kepada guru, kepala madrasah, dan pengawas sekolah yang telah
memenuhi kualifikasi akademik dan mendapatkan sertifikat pendidik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang sudah mendapatkan
sertifikat pendidik dengan tujuan agar bisa digunakan untuk meningkatkan
profesionalitas kerjanya.*

Pemerintah pada tahun 2015 melakukan Uji Kompetensi Guru
(UKG) sebagai bentuk pengecekan sejaun mana kompetensi guru.

Florentinus mengutip penjelasan Ditha Setiawan (2019) memaparkan

12 Mohamad Muspawi, “Strategi Peningkatan Kinerja Guru,” Jurnal llmiah Universitas Batanghari
Jambi 21, no. 1 (February 8, 2021): hal.101, https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1265.

13 Sumarsih, “Pengaruh Kinerja Guru Bersertifikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Ml Ma’had
Islamy Kotagede Yogyakarta,” Jurnal Pendidikan Madrasah 5, no. 2 (November 23, 2020): hal.290,
https://doi.org/10.14421/jpm.2020.52-17.

14 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru,
Kepala Madrasah, Dan Pengawas Sekolah Pada Madrasah” (2022).

15 “Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.”



bahwa guru yang lolos UKG tidak lebih dari 30%.* Hal ini menunjukkan
bahwa masih banyak guru yang kompetensinya belum mumpuni.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam
Kemenag RI, Dr. Muhammad Zain juga menegaskan bahwa berdasarkan
sejumlah riset, Tunjangan Profesi Guru (TPG) belum berbanding lurus
dengan kualitas tenaga pendidik.’” Hal ini mendorong Kantor Wilayah
Kementerian Agama DIY untuk mengeluarkan kebijakan bahwa Guru,
Pengawas dan Kepala Madrasah wajib membelanjakan sebesar 10% TPG-
nya untuk meningkatkan kompetensi dirinya.*®

Kebijakan pembelanjaan 10% TPG ini mendorong Kantor Wilayah
Kementerian Agama DIY untuk menciptakan sebuah aplikasi pelaporan
belanja TPG.* Aplikasi ini merupakan bentuk pengawasan dari kebijakan
yang sudah ditetapkan. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dibawah
naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY berkewajiban
melaporkan penggunaan 10% dana TPG yang sudah dibelanjakan untuk

menunjang peningkatan kompetensi dirinya, ke dalam aplikasi tersebut.

6 Nua, “Tunjangan Profesi Guru Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Dan Karakter
Peserta Didik.”

7 KEMENAG KANWIL DIY, “Kemenag DIY Launching Garda Kagum Dan Aplikasi Pelaporan Belanja
TPG, Direktur GTK: Tingkatkan Profesionalitas Guru,” accessed March 9, 2022,
https://diy.kemenag.go.id/10225-kemenag-diy-launching-garda-kagum-dan-aplikasi-pelaporan-
belanja-tpg,-direktur-gtk:-tingkatkan-profesionalitas-guru.html.

18 Edy Purwanto, Kasi Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama
DIY, Hasil Wawancara Studi Pendahuluan Kebijakan Pelaporan TPG, interview by Zulfa Rahmasari,
March 4, 2022.

1 KEMENAG KANWIL DIY, “Sukseskan Program Pelaporan Belanja TPG Guru, MTsN 9 Bantul Ikuti
Bimtek Penerapan Aplikasi Pelaporan Belanja TPG Bidang Pendidikan Madrasah,” accessed
February 10, 2022, https://diy.kemenag.go.id/11813-sukseskan-program-pelaporan-belanja-tpg-
guru-mtsn-9-bantul-ikuti-bimtek-penerapan-aplikasi-pelaporan-belanja-tpg-bidang-pendidikan-
madrasah.html.



Kebijakan pembelanjaan 10% tunjangan profesi guru dikatakan
belum efektif untuk bisa meningkatkan kompetensi guru, karena masih
banyak guru yang menggunakannya tidak untuk melakukan kegiatan yang
menunjang peningkatan kompetensi dirinya.?® Maka dari itu, Kantor
Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Bidang Pendidikan Madrasah
mengeluarkan kebijakan baru terkait belanja tunjangan profesi guru untuk
mendukung pengembangan kompetensi diri guru.

Berdasarkan paparan masalah diatas, peneliti tertarik untuk
menggali lebih dalam mengenai implementasi kebijakan belanja tunjangan
profesi guru yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama
DIY mulai dari perumusannya, perkembangannya, tingkat implementability
(ketercapaian) dari kebijakan tersebut, dan juga faktor pendukung dan

penghambat implementasi kebijakan belanja tunjangan profesi guru.

20 Edy Purwanto, Kasi Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama
DIY, Hasil Wawancara Studi Pendahuluan Kebijakan Pelaporan TPG.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang tersebut di atas, maka masalah

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan belanja tunjangan profesi guru
yang dikeluarkan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY?

2. Bagaimana tingkat implementabilty (ketercapaian) kebijakan belanja
tunjangan profesi guru Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY?

3. Apasaja faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi
kebijakan belanja tunjangan profesi guru yang dikeluarkan oleh Kantor

Wilayah Kementerian Agama DIY?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah
sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.
a. mengetahui proses perumusan kebijakan belanja tunjangan profesi

guru di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

b. mengetahui tingkat implementability (ketercapaian) kebijakan
yakni mencakup content (isi) dan context (konteks) dari policy
(kebijakan) terkait belanja tunjangan profesi guru yang dikeluarkan

oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DI1Y.



c. mengetahui faktor pendukung dan juga pengehambat implementasi
kebijakan belanja tunjangan profesi guru yang dikeluarkan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan
manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut.

a. manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa sumbangan
pengetahuan dan wawasan mengenai proses implementasi
kebijakan publik terkait dengan pendidikan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan cakupan ruang lingkup
kebijakannya.

b. manfaat praktis
Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan dari adanya
penelitian ini adalah :

1) Bagi lembaga, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
refleksi, transparansi, dan evaluasi, serta sebagai bahan
pertimbangan untuk perumusan kebijakan terkait maupun
kebijakan lain yang akan datang.

2) Bagi akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi acuan untuk melakukan penelitian yang serupa.

3) Bagi pemangku kebijakan daerah, penelitian ini dapat

dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi dalam



mempertimbangkan pengambilan keputusan berkaitan dengan
kebijakan sejenis yang akan diadopsi dan diterapkan di

daerahnya.



D. Kajian Literatur yang Relevan

Tunjangan profesi guru merupakan salah satu bentuk pemenuhan
terhadap hak seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian
tunjangan profesi guru ini juga merupakan sarana yang bisa digunakan
untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.2* Pemberian tunjangan
profesi guru merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk
bisa meningkatkan kesejahteraan guru.?? Dengan terjaminnya kesejahteraan
guru, diharapkan seorang guru dapat memiliki motivasi untuk dapat
meningkatkan kinerjanya sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat
tercapai.

Tunjangan profesi guru dinilai merupakan salah satu faktor yang
secara signifikan memberikan dampak peningkatan kinerja guru. Tunjangan
profesi guru yang diberikan tepat waktu dapat meningkatkan disiplin kerja
dan juga kinerja guru.® Hal ini tertuang dalam penelitian berjudul
“Pengaruh Tunjangan Profesi Dan Disiplin Kerja Guru Terhadap Kinerja
Guru” yang dilakukan oleh Elien Firsda, Yasir Arafat, dan Achmad Wahidy
terhadap seluruh guru SMAN di Kota Prabumulih.

Penelitian serupa dengan judul “Pengaruh Kompetensi Guru dan
Tunjangan Profesi Terhadap Kinerja Guru SMA di Kabupaten Gorontalo”

yang dilakukan oleh Mohamad Akuba, Asna Aneta dan Heldy Vanni Alam

21 “Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen” (n.d.), Pasal 14-15.

22 sumarsih, “Pengaruh Kinerja Guru Bersertifikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di MI Ma’had
Islamy Kotagede Yogyakarta.”

2 Firsda, Arafat, and Wahidy, “Pengaruh Tunjangan Profesi Dan Disiplin Kerja Guru Terhadap
Kinerja Guru.”
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menjelaskan bahwa pemberian tunjangan profesi guru dimanfaatkan oleh
guru sebagai modal untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui
pembelian sumber bahan pelajaran, mengadakan bimbingan dan pelatihan,
serta membuat seminar yang bisa menunjang peningkatan kompetensi
guru.* Penelitian ini jelas menunjukkan bahwa tunjangan profesi digunakan
untuk meningkatkan kompetensi sehingga kinerja guru dapat meningkat.

Semua kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru
dilakukan dengan penuh kesadaran dan berasal dari keinginan guru sendiri
untuk bisa menyisihkan anggaran guna keperluan peningkatan kualitas
dirinya.® Hal ini tertuang dalam penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul
Hidayah, dalam rangka mengetahui hubungan antara tunjangan profesi guru
dengan profesionalisme guru di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudhah
Karimun.

Penelitian oleh Fauga Nuri Ichsan dan Yahya mengenai pengaruh
tunjangan profesi guru terhadap profesionalisme guru di MTsN 9 Padang
juga berkata demikian. Pemberian tunjangan profesi guru memicu guru
memiliki rasa tanggung jawab untuk mendayagunakan anggaran tersebut

guna menciptakan siswa yang lebih aktif di dalam kelas yang interaktif.?

24 Mohamad Akuba, Asna Aneta, and Heldy Vanni Alam, “Pengaruh Kompetensi Guru dan
Tunjangan Profesi terhadap Kinerja Guru SMA di Kabupaten Gorontalo,” Normalita (Jurnal
Pendidikan) 9, no. 3 (December 24, 2021),
http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/JN/article/view/981.

25 Hikmatul Hidayah, Zulaekah Zulaekah, and Enik Nur Faizah Enik Nur Faizah, “Hubungan Antara
Tunjangan Profesi Guru Dengan Profesionalisme Guru Di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudhah

Karimun,” JURNAL MUMTAZ 1, no. 2 (June 30, 2021): 88-93.
26 Fauga Nuri Ichsan and Yahya Yahya, “Pengaruh Tunjangan Profesi Guru Terhadap
Profesionalisme Guru Madarasa Tsanawiyah Negeri 6 Padang,” Jurnal Studi Guru Dan

Pembelajaran 4, no. 2 (August 7, 2021): 501-8, https://doi.org/10.30605/jsgp.4.2.2021.1240.

11



Tunjangan profesi guru, selain meningkatkan motivasi guru untuk bisa
meningkatkan kinerja guru, juga dapat mendorong guru untuk bisa
meningkatkan profesionalitas kerjanya.

Syahbari Efendi, Purnomo Setyo Prakoso, dalam penelitiannya yang
dilakukan terhadap guru di MAN 3 Tapanuli Selatan juga mengatakan
bahwa pemberian tunjangan profesi guru memiliki pengaruh positif
terhadap peningkatan kinerja guru. Tunjangan profesi guru yang diberikan
merupakan pemacu secara finansial dan merupakan penggerak bagi guru
untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik.?”” Tidak hanya tunjangan
profesi guru, lingkungan kerja yang nyaman dan bersih serta kedisiplinan
guru juga membawa pengaruh dalam peningkatan kinerja guru.

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Astri Susiana terhadap
seluruh guru sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Parepare. Penelitian
ini  juga mengungkap bahwa pemberian tunjangan profesi guru
meningkatkan kesejahteraan guru dan juga memberikan motivasi kepada
guru untuk lebih fokus melaksanakan tugasnya di kelas.?® Hal ini sejalan
juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli dan juga
Heldy Vanni Alam terhadap guru PNS SMAN di Kota Gorontalo yang

mengemukakan bahwa tunjangan profesi merupakan sepertiga dari

27 Syahbari Efendi et al., “Pengaruh Lingkunga Kerja, Disiplin dan Tunjangan Profesi Guru

terhadap Kinerja Guru MAN 3 Tapanuli Selatan,” JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)

7, no. 2 (2020): 248-59, https://doi.org/10.30743/akutansi.v7i2.3382.

28 Astri Susiana, “Pengaruh Tunjngan Profesi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Guru Di
Perguruan Muhammadiyah Kota Parepare,” DECISION : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 3, no. 1
(February 28, 2022): 32-38.
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keseluruhan faktor yang meningkatkan motivasi kerja guru.?® Penelitian
oleh Miftahul Laila juga menyebutkan bahwa tunjangan profesi guru
merupakan satu dari empat faktor yang meningkatkan kinerja guru, dan
tunjangan profesi guru jika digabungkan dengan motivasi guru mengajar,
hampir merupakan faktor utama seorang guru meningkatkan kinerjanya.*

Penelitian oleh Santi Mulya Dewi, Suratno, dan Mahmudah
Hasanah terhadap Guru SMA di Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa
masih terdapat 5% dari keseluruhan guru yang belum tepat memanfaatkan
tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru masih dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan pribadi yang sama sekali tidak terkait dengan
peningkatan kompetensi.* Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru
untuk menunjang peningkatan kompetensi dan juga Kinerjanya sehingga
dapat meningkatkan mutu pendidikan. Namun realita yang ada di lapangan,
tidak semua ditemukan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai.

Realitas serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan
oleh Wismandari Harimurti, Uswatun Chasanah, dan Muhammad Mathori
terhadap guru SMAN 1 Patuk Gunungkidul. Mayoritas guru

mengalokasikan dana tunjangan profesi guru untuk memenuhi kebutuhan

29 Mohammad Fadli A. Himran and Heldy Vanni Alam, “Dampak Tunjangan Profesi Terhadap

Motivasi Kerja Guru SMA di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo,” Aksara: Jurnal llmu Pendidikan

Bukanformal 5, no. 3 (March 23, 2020): 199-206, https://doi.org/10.37905/aksara.5.3.199-

206.2019.

30 Miftahul Laila, “Kinerja Guru ditinjau dari Tunjangan Profesi dan Motivasi Kerja di Sekolah

Dasar Islam Terpadu Arrahmah,” Indonesian Journal of Islamic Educational Management 4, no. 2

(October 30, 2021): 61-69, https://doi.org/10.24014/ijiem.v4i2.14029.
31 santi Mulya Dewi, Suratno, and Mahmudah Hasanah, “Pemanfaatan Tunjangan Profesi

Pendidik Bagi Guru-Guru SMA Di Kota Banjarmasin,” Jurnal Evaluasi Dan Pembelajaran 2, no. 1

(March 30, 2020): 49-65, https://doi.org/10.52647/jep.v2i1.13.
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pribadinya seperti biaya sandang, pangan, papan, bahkan untuk memenuhi
kebutuhan tersiernya berkaitan dengan kebutuhan rohaniah.

Tunjangan profesi guru dapat diterima oleh guru yang sudah
memiliki sertifikat pendidik, setelah guru tersebut memenuhi berbagai
syarat administratif (pemberkasan) berkaitan dengan pemenuhan tugas dan
tanggung jawabnya.** Namun tentu saja proses pencairan dana tunjangan
profesi guru ini tidak luput dari adanya beberapa faktor penghambat. Hal ini
dikemukakan dalam penelitian oleh Nolfi S Tueno yang melakukan
identifikasi terhadap faktor penghambat pembayaran tunjangan profesi guru
di SMPN 2 Kedawang. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengeluarkan Aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
untuk mengatur adminstrasi dari tiap satuan pendidikan guna memudahkan
pendataan dalam rangka pencairan dana tunjangan profesi guru. Namun
dalam penggunaannya, seringkali operator DAPODIK di suatu satuan
pendidikan kesulitan karena Aplikasi DAPODIK mengalami banyak
perubahan dan pembaharuan. Kesulitan lain menyangkut berbagai berkas
administrasi yang harus dikumpulkan guru di suatu satuan pendidikan untuk

bisa dimasukkan ke dalam aplikasi DAPODIK .34

32 Wisma

ndari Harimurti, Uswatun Chasanah, and Muhammad Mathori, “Analisis Pemanfaatan

Tunjngan Profesi Guru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019,” Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia 1, no. 1
(September 30, 2021): 59-72, https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.319.

33 Nolfi S. Tueno, “Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Aplikasi Dapodik Dalam
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Di SMP N 2 Kwandang,” Publik: Jurnal Manajemen Sumber
Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik 7, no. 1 (June 29, 2020): 19-28,

https://d
34 Tueno.

0i.org/10.37606/publik.v7i1.120.

14



Penelitian serupa dilakukan oleh Endang Hermawan, Ghinaya
Pratiwi, dan Fitriyana Fadhillah terhadap guru yang berada di bawah
naungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Kementerian Agama
juga meluncurkan aplikasi serupa DAPODIK vyang diberi nama
SIMPATIKA (Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga
Kependidikan). Pada penggunaannya, ditemukan juga berbagai hambatan.**
Hambatan tersebut berupa proses data guru yang harus dilakukan secara
kolektif, dan jika ada salah satu guru dalam satuan pendidikan yang belum
melakukan input data, maka guru yang lain tidak bisa melakukan submit
data ke pusat sehingga tunjangan profesi guru tidak bisa dicairkan untuk
seluruh guru dalam satu satuan pendidikan tersebut.

Pemerintah masing-masing daerah mengambil kebijakan untuk
mengatasi masalah yang muncul ketika pemberkasan TPG. Kementerian
Agama Kabupaten Cilacap dalam penelitian yang dilakukan oleh Sitti
Sururiyah dikatakan mengambil jalan untuk menggunakan google formulir
untuk memudahkan pengumpulan dokumen dalam rangka pemberkasan
TPG.* Sedangkan Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

meluncurkan sebuah aplikasi baru bernama “Aplikasi Penerimaan

35 Endang Hermawan, Ghinaya Bunga Pratiwi, and Fitriyana Putri Fadhillah, “EVALUASI
PENYERAPAN ANGGARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020,” Jurnal Dialektika: Jurnal llmu Sosial 19, no. 3 (December 2,

2021): 17-30, https://doi.org/10.110915/dialektika.v19i3.13.

36 Sjtti Sururiyah, “Efektifitas Pemanfaatan Google Formulir sebagai Sistem Pengumpulan
Dokumen Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap,” QALAM: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 2 (November 14, 2020),
http://ejournal.stais.ac.id/index.php/qlm/article/view/29.

15



Tunjangan Profesi Guru” yang berbasis database dalam rangka efisiensi

pemberkasan tunjangan profesi guru.®’

Tabel 4 Kajian Penelitian yang Relevan

No | Peneliti Judul Peneliitian Variabel Hasil Penelitian
dan Tahun Penelitian

1 Sumarsih | Pengaruh Kinerja Guru | Variabel - TPG signifikan
(2020) Bersertifikasi Terhadap | bebas : memberi dampak

Prestasi Belajar Siswa | Kinerjaguru | peningkatan

Di MI Ma’had Islamy | bersertifikasi | Kinerja

Kotagede Yogyakarta. - -TPG yang
diberikan tepat
waktu
meningkatkan
Kinerja guru

2 | Akuba, Pengaruh Kompetensi | Variabel -TPG sebagai
Mohamad, | Guru dan Tunjangan bebas : modal menambah
Asna Profesi terhadap Kompetensi | pengetahuan dan
Aneta, and | Kinerja Guru SMA di | Guru dan wawasan guru
Heldy Kabupaten Gorontalo | TPG
Vanni
Alam
(2021)

3 | Hikmatul Hubungan Antara Variable -TPG sebagai
Hidayah, Tunjangan Profesi bebas : TPG | modal menambah
Zulaekhah, | Guru Dengan dan wawasan
Enik Nur Profesionalisme Guru | Profesionalis | -kegiatan
Faizah Di Yayasan Pondok me guru menambah
(2021) Pesantren Ar-Raudhah wawasan

Karimun menggunakan
dana TPG
dilakukan atas
kesadaran diri
sendiri

4 | Fauga Nuri | Pengaruh Tunjangan Variabel -Pemberian TPG
ichsan, Profesi Guru Terhadap | bebas: TPG | memicu guru
Yahya Profesionalisme Guru memiliki rasa
(2021) Madarasa Tsanawiyah tanggung jawab

Negeri 6 Padang menciptakan kelas
interakif

37 Gregorius Rinduh Iriane, “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Tunjangan Profesi
Guru Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur,” High Education of

Organization Archive Quality: Jurnal Teknologi Informasi 12, no. 1 (2021): 23-28.
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-TPG
meningkatkan
motivasi

5 | Syahbari Pengaruh Lingkunga Variabel -TPG merupakan
Efendi, Kerja, Disiplin dan bebas : penggerak secara
Purnomo Tunjangan Profesi lingkungan | finansial untuk
Setyo Guru terhadap Kinerja | kerja, menyelesaikan
Prakoso, Guru MAN 3 Tapanuli | disiplin, dan | tugas dengan baik
Sarima Selatan TPG -lingkungan kerja
Pulungan, nyaman, bersih
Sri dan disiplin
Ramadhani, meningkatkan
Siti Ummi Kinerja guru
(2020)

6 | Astri Pengaruh Tunjngan Variabel -pemberian TPG
Susiana Profesi Dan bebas : TPG | meningkatkan
(2022) Kompetensi Terhadap | dan kesejahteraan dan

Kinerja Guru Di kompetensi | motivasi guru
Perguruan guru

Muhammadiyah Kota

Parepare

7 | M Fadli, Dampak Tunjangan Variabel -TPG merupakan
Heldy Profesi Terhadap bebas : TPG | 1 dari 3 faktor
Vanni Motivasi Kerja Guru utama yang
Alam SMA di Kota meningkatkan
(2020) Gorontalo Provinsi motivasi guru

Gorontalo

8 | Santi Pemanfaatan Pemanfaatan | -TPG digunakan
Mulya Tunjangan Profesi TPG untuk memenuhi
Dewi, Pendidik Bagi Guru- kebutuhan pribadi
Suratno, Guru SMA Di Kota yang tidak
Mahmudah | Banjarmasin berkaitan dengan
Hasanah peningkatan
(2020) kompetensi

9 | Wismandari | Analisis Pemanfaatan | Pemanfaatan | -TPG digunakan
Harimurti, | Tunjngan Profesi Guru | TPG untuk memenuhi
Uswatun Berdasarkan Peraturan kebutuhan pangan,
Chasanah, Menteri Pendidikan sandang, dan
Muhammad | Dan Kebudayaan papan.

Mathori Republik Indonesia
(2021) Nomor 19 Tahun 2019

10 | Nolfi S. Faktor-Faktor Faktor -pemberkasan
Tueno Penghambat penghambat | TPG terhambat
(2020) Pelaksanaan Sistem pemberkasan | oleh Aplikasi

Aplikasi Dapodik TPG DAPODIK yang
Dalam Pembayaran mengalami
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Tunjangan Profesi banyak perubahan
Guru Di SMP N 2 dan pembaharuan.
Kwandang

11 | Endang Evaluasi Penyerapan Faktor -pemberkasan
Hermawan, | Anggaran Tunjangan penghambat | TPG terhambat
Ghinaya Profesi Guru Di Kantor | pemberkasan | oleh Aplikasi
Bunga Kementerian Agama TPG SIMPATIKA
Pratiwi, Kabupaten Bandung yang melakukan
Fitriyana Tahun 2020 submit data secara
Putri kolektif semua
Fadhillah guru.

(2021)

12 | Sitti Efektifitas Pemberkasan | -kebijakan
Sururiyah Pemanfaatan Google TPG pemberkasan TPG
(2020) Formulir sebagai melalui google

Sistem Pengumpulan form dikeluarkan
Dokumen Penyaluran untuk
Tunjangan Profesi memudahkan
Guru Madrasah di pengumpulan
Kantor Kementerian data.

Agama Kabupaten

Cilacap

13 | Gregorius | Penerapan Aplikasi Pemberkasan | -aplikasi
Rinduh Sistem Informasi TPG “Penerimaan
Iriane Penerimaan Tunjangan TPG” dibuat oleh
(2021) Profesi Guru Pada Kanwil Kemenag

Kantor Wilayah NTT dalam
Kementerian Agama rangka
Provinsi Nusa menciptakan
Tenggara Timur efektifitas
pemberkasan
TPG.
Berdasarkan paparan berbagai penelitian diatas, dapat diambil

kesimpulan bahwa tunjangan profesi guru memberikan pengaruh positif

terhadap peningkatan kinerja guru, jika pemanfaatannya tepat sesuai dengan

aturan yang ditetapkan. Namun tentu saja ditemukan berbagai kendala

dalam pencairan dana dan juga pengalokasian dana tunjangan profesi guru.

Pemerintah masing-masing daerah melakukan berbagai upaya dalam rangka
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mencapai efektifitas pencapaian tujuan pemberian tunjangan profesi guru.
Namun upaya tersebut baru sampai pada tahap menciptakan efektifitas
dalam pemberkasan pencairan tunjangan profesi guru. Belum ada
pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan
penggunaan tunjangan profesi guru untuk meningkatkan kompetensi guru
dan kualitas dirinya, selain Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY pada tahun 2020
mengeluarkan kebijakan mewajibkan pembelanjaan 10% TPG untuk
pengembangan kompetensi masing-masing guru. Kanwil Kemenag DIY
juga menciptakan aplikasi pelaporan belanja TPG untuk mengawal
kebijakan tersebut. Tahun 2022 ini, kebijakan pembelanjaan TPG
mengalami pembaharuan setelah mengadakan beberapa evaluasi terkait
kebijakan tersebut.

Penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran mengenai proses
perumusan dan implementasi kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan
pemanfaatan tunjangan profesi guru untuk meningkatkan kompetensi guru,
sebagai referensi tambahan bagi pemerintah daerah jika dirasakan perlu

untuk mengeluarkan kebijakan yang serupa.
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E. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan
a. Pengertian Implementasi

Implementasi/ im.ple.men.ta.si memiliki arti pelaksanaan;
penerapan.®. Menurut kamus webster, implementasi berasal dari
kata to implement yang berarti menyediakan sarana untuk
mewujudkan tujuan.* Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo
mengemukakan bahwa implementasi adalah sebuah rangkaian
pelaksanaan rencana menuju praktek yang semestinya.*

Wahab  (2008) menyebutkan  bahwa implementasi
memerlukan berbagai property sehingga sesuatu dapat terwujud dan
terlaksana.** Pelaksanaan rencana ini menjadi hal yang penting
dilakukan agar apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak sia-
sia.*? Pelaksanaan rencana tentunya disesuaikan dengan aturan yang
telah disepakati sebelumnya. Implementasi menjadi hal yang harus
dilakukan dengan bantuan berbagai sumber daya dalam rangka
mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama.

b. Pengertian Kebijakan

38 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring,” 2016.

39 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif (Bandung: Cendekia Press, 2018), Hal.71.

40 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfabeta, 2011).

41 Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan
Pendidikan 30, no. 2 (July 31, 2020): hal.134, https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58.

42 Tunggu Borang, “Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Biak Numfor Pada Pemilukada Tahun 2013,” Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik &
Sosiologi 3, no. 1 (March 27, 2021): 13-24.
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Istilah kebijakan menurut Imron (1996) dalam bahasa Inggris
policy berarti kebijakan; Yunani, polis berarti negara; Latin politia,
berarti politik; Sanskrit pur, berarti kota.”* Kebijakan diartikan
sebagai satu kesatuan konsep yang dijadikan dasar dalam melakukan
tindakan.** Sedangkan dalam kamus bahasa inggris oleh AS Hornby
dan EC Parnwell (1969) kebijakan diartikan sebagai rangkaian
rencana dari pelaksanaan sesuatu, yang biasanya dikeluarkan oleh
pemerintah atau perusahaan.*

Sedangkan arti kebijakan dalam American Webster
Dictionary yang dikutip Neufeldt dan Sparks (2002) adalah sebuah
metode dari pemerintah, sistem ukuran regulatif, perilaku;
kebijaksanaan dalam manajemen; dokumen yang berisikan kontrak
dan aturan. Perbedaan pemaknaan kebijakan ini berakar dari
perbedaan makna kebijakan di berbagai negara.*® Kebijakan
dimaknai orang awam sebagai sebuah aturan formal yang
dikeluarkan oleh lembaga yang resmi.

Sedangkan publik memiliki arti orang banyak; umum.*” Publik

juga diartikan sekumpulan orang yang mengambil suatu jalan

43 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif.

44 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring.”

4> Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif.

46 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif (Bandung: Cendekia Press, 2018), hal.2.

47 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring.”
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musyawarah untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka
hadapi.*® Kebijakan publik juga memiliki berbagai makna. Thomas
R Dye (1992) dikutip oleh Sahya Anggara menyatakan bahwa
kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengambil
atau tidak mengambil kesempatan. James E. Anderson (1970)
mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah aturan yang
diatur dan diolah oleh pemerintah.*® Arti kebijakan publik seperti
yang disebutkan dalam kepustakaan internasional merupakan suatu
norma yang hidup, mengikat dan ditaati oleh masyarakat. Norma ini
diawasi oleh suatu pihak yang memiliki kewenangan untuk
menindak tegas pelanggaran terhadap norma tersebut. Kebijakan
public memerlukan strategi dalam implementasinya dikarenakan
terkait dengan hal-hal berbau politik.>°

Kebijakan publik disebutkan oleh Anderson dalam Abidin
(2006) memiliki ciri yakni berfokus pada pencapaian tujuan,
berisikan rumusan tindakan yang disarankan oleh pemerintah,
berisikan anjuran atau larangan terhadap suatu tindakan, bersifat
memaksa karena didasarkan pada hukum.>! Kebijakan pendidikan
termasuk bagian dalam kebijakan publik, karena pendidikan

merupakan hak seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Segala

48 Danan Djaja, Peranan Humas Dalam Perusahaan (Bandung: Alumni, 1985).
49 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
50 Riant Nugroho, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi (Jakarta: Gramedia,

2004).

51 Eko Handoyo, Kebijakan Publik (Semarang: Widya Karya, 2012), hal.16-17.
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kebijakan yang terkait dengan pendidikan mau tidak mau harus
ditaati dan dilaksanakan oleh semua orang yang mengenyam bangku
pendidikan.

Kebijakan pendidikan dapat dikatakan merupakan bagian
dari kebijakan publik dikarenakan kebijakan tersebut dirumuskan
oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif suatu negara, dan
mengatur segala hal mengenai sistem pelaksanaan pendidikan agar
tercipta keselarasan di dalam masyarakat dalam upaya memenuhi
kebutuhannya terhadap pendidikan. 2

Kebijakan Pendidikan merupakan sebuah rangkaian
keputusan yang dijadikan rujukan untuk mencapai tujuan
pendidikan, yang digambarkan melalui penjabaran tindakan yang
perlu dilakukan agar suatu program dapat terlaksana dalam
menjalankan pendidikan.®. Kebijakan Pendidikan merupakan
sebuah problem solving yang dikeluarkan sebagai upaya untuk
mensukseskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.>*

Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan yang

dilakukan oleh pihak administrasi pemerintah untuk menghadapi

52 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif (Bandung: Cendekia Press, 2018), hal.11.

53 H.A.R Tilaar and Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan
Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008).

5 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif.
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suatu masalah.>* Implementasi kebijakan seperti yang disebutkan
oleh Muhammad Jumhadi dan Warijo (2006) adalah suatu tahapan
yang lebih menekankan praktik, tidak hanya membahas tentang hal
teoritis.>®

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses yang baru akan
dijalankan ketika semua elemen yang ada di dalamnya sudah
lengkap. Elemen-elemen itu mencakup tujuan yang ingin dicapai,
rancangan program telah ditetapkan, dan anggaran dana sudah siap
untuk digunakan.®’

Implementasi kebijakan ketika dikaitkan dengan dunia
pendidikan menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan aspek-
aspek yang bersinggungan dengan program pendidikan seperti aspek
politik, hukum, ekonomi, dan sosial.®® Implementasi kebijakan
berusaha mentransformasikan alternatif yang masih abstrak menjadi
suatu hal yang konkrit.>* Implementasi kebijakan menjadi hal yang
krusial karena menjadi perantara antara proses perumusan kebijakan

dengan pencapaian tujuan.®°

55 James E Anderson, Public Policy Making (Stamford: Cengage Learning, 2006).

56 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif.

7 Merilee S. Grindle, Politics an Policy Implementation in The Third World (New Jersey: University

Press, 1980).

8 Hasbullah, Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif: Teori Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

%9 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Lemlit UNPAD, 2006).

80 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif.
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Implementasi kebijakan adalah sebuah transaksi sumber
daya yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, dan juga
lingkungan.®* Dari beberapa penjelasan ahli di atas mengenai
implementasi  kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa
implementasi kebijakan adalah suatu tindakan melaksanakan aturan
yang telah direncanakan, dengan bantuan berbagai sumber daya, dan
dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

d. Perumusan Kebijakan

Jones (1976) mengungkapkan beberapa elemen yang harus ada

dan perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah kebijakan.®> Elemen

tersebut yakni sebagai berikut.

1) Definisi
Sebelum merumuskan suatu kebijakan, terlebih dahulu harus
diketahui kejelasan suatu masalah yang menjadi latar belakang
kebijakan tersebut perlu untuk dikeluarkan. Pendefinisian yang
jelas diperlukan untuk menghindari adanya perbedaan
penafsiran di ranah publik.

2) Agregasi
Perumusan kebijakan harus didasarkan pada penggabungan

hajat atau kepentingan keseluruhan subjek yang terlibat dalam

61 Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan
Aplikasinya Di Indonesia (Yogyakarta: Gava Media, 2012).
62 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal.50.
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3)

4)

5)

masalah yang sedang diangkat. Seluruh kepentingan ditinjau
dan diberikan porsi yang sama dalam pemenuhannya.
Organisasi

Latar belakang para pengambil keputusan perlu diperhatikan
dalam merumuskan suatu kebijakan. Pencetus kebijakan
hanyalah orang yang memang sudah diberikan wewenang dan
otoritas untuk memutuskan suatu kebijakan.

Agenda Seting

Proses perumusan kebijakan harus memiliki transparansi
kepada seluruh pihak yang terlibat. Transparansi ini dilakukan
sejak awal inisiasi kebijakan, pembahasan, dan akhirnya
kebijakan bisa ditetapkan. Hal ini untuk menghindari adanya
multipersepsi dan juga untuk menampung masukan dari para
pihak yang terlibat agar dapat dicapai kebijakan yang memenuhi
seluruh kepentingan subjeknya.

Formulasi

Formulasi kebijakan harus bisa mencakup keseluruhan
kepentingan stakeholders dan shareholders. Dalam hal ini, kita
perlu memperhatikan lembaga perumus kebijakan, sumber daya
berupa data dan anggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan,

dan prodesur penetapan kebijakan.

26



Proses perumusan kebijakan juga dijelaskan oleh Eko Handoyo

(2012) melewati beberapa tahapan tertentu.®® Tahapan tersebut yakni

sebagai berikut.

1)

2)

Identifikasi Masalah

Masalah adalah suatu keadaan yang muncul dikarenakan adanya
kesenjangan antara kenyataan dengan tujuan yang
sesungguhnya diinginkan.®* Kesenjangan ini menuntut adanya
sesuatu yang bisa menutupnya, berupa solusi yang diberikan
olen pihak terkait yang memiliki wewenang untuk
menyelesaikan. ldentifikasi masalah seringkali dianggap sulit
karena masalah tersebut berkaitan dengan banyak aspek yang
saling berkaitan satu sama lain.®*® Parson memberikan saran
bahwa cara terbaik untuk bisa mengidentifikasi masalah adalah
dengan terjun langsung mengamati dan melakukan observasi
terhadap masalah tersebut.

Penyusunan Agenda

Dye menegaskan bahwa penyusunan agenda adalah “siapa
memutuskan apa”.®® Penyusunan agenda diartikan sebagai

kegiatan mengikutsertakan masalah yang tadinya muncul dari

63 Eko Handoyo, Kebijakan Publik, Hal.29-41.
64 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Dan Proses (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007).
85 Wayne Parson, Public Policy Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta: Kencana,

2005).

%6 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik (Malang:

Bayumedia, 2007).
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suatu individu kecil, lalu berkembang menjadi masalah orang
banyak, sehingga akhirnya bisa diangkat menjadi masalah yang
memerlukan kebijakan dalam penyelesaiannya.
3) Formulasi Masalah
Proses formulasi masalah berkaitan dengan metode yang
digunakan. Metode tersebut yakni melakukan berbagai analisis.
Analisis dilakukan terhadap batasan masalah, Kklasifikasi
masalah, curah pendapat yang dikemukakan oleh khalayak,
perspektif khalayak, dan benchmarking (melakukan analisis
terhadap masalah sejenis yang terjadi di lain tempat).
4) Perumusan Kebijakan
Perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan mengambil salah
satu dari model perumusan kebijakan yang ada. Adapun model
yang dimaksud adalah model kelembagaan, model corong,
model proses, model kelompok, model elit, model rasional,
model inkrementalis, model permainan, model pilihan publik,
model sistem, model pengamatan, model demokratis, model
strategis, dan model deliberative.®’
e. Teori Implementasi Kebijakan
Merilee S. Grindle menyatakan bahwa demi mencapai

keberhasilan implementasi kebijakan, maka harus memperhatikan

57 Eko Handoyo, Kebijakan Publik.
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faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.®® Faktor-

faktor tersebut meliputi content of policy (isi kebijakan) dan juga

context of policy (konteks implementasi) (Nakamura dan

Smallwood, 1980). Content dan context dari policy dijelaskan

sebagai berikut® :

Content of policy (isi kebijakan) mencakup :

1)

2)

3)

4)

Interest affected (kepentingan dibalik kebijakan).

Kebijakan yang dikeluarkan pastinya menyangkut
kepentingan banyak orang, dan kepentingan tersebut
diperhitungkan besaran pengaruhnya terhadap pelaksanaan dari

kebijakan yang dibuat.

Types of benefit (manfaat yang akan dihasilkan).

Kebijakan yang dikeluarkan haruslah mendatangkan
manfaat bagi pelaksana kebijakan. Manfaat ini juga dapat
berupa dampak positif yang muncul setelah kebijakan
dikeluarkan.

Extend of change envisioned (derajat perubahan yang ingin
dicapai).

Seberapa besar derajat perubahan yang ingin dicapai
haruslah memiliki ukuran yang jelas.

Site of decision making (letak pengambilan keputusan).

8 Merilee S. Grindle, Politics an Policy Implementation in The Third World.
59 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2014), Hal.154-56.
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5)

6)

Pengambilan keputusan menjadi hal yang esensial karena
menyangkut keberhasilan implementasi kebijakan.
Program implementators (pelaksana program).

Pelaksana kebijakan haruslah orang yang kompeten dan
memiliki kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan.
Resources commited (sumber daya yang mendukung).

Sumber daya menjadi suatu hal yang harus ada dalam rangka
pelaksanaan kebijakan. Sumber daya ini menjadi suatu sarana

yang membantu keberhasilan implementasi kebijakan.

Context of policy (konteks implementasi) terdiri dari :

1)

2)

3)

Power, interest, strategies of actor involved (kekuasaan,
kepentingan, dan strategi actor yang terlibat).

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari para aktor yang
terlibat implementasi kebijakan harus diperhitungkan demi
optimalnya implementasi kebijakan.

Institution and regime characteristics (karakteristik lembaga
dan rezim yang berkuasa).

Adanya kotribusi dari lembaga pembuat kebijakan dan
kondisi lingkungan dimana kebijakan dilaksanakan membawa
pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
Compliance and responsiveness (kepatuhan dan daya tanggap

pelaksana).
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Kepatuhan dan daya tanggap dari para pelaksana menjadi hal
yang paling penting dari adanya kebijakan yang dikeluarkan.
Kebijakan ada untuk bisa dilaksanakan dan dipatuhi oleh para

pelaksana.

Keseluruhan aspek ini saling terkait dan memengaruhi tingkat

ketercapaian (implementability) kebijakan yang dilaksanakan.”

2. Belanja

Belanja/ be.lan.ja diartikan uang yang dikeluarkan untuk suatu
keperluan; ongkos; biaya. Belanja juga diartikan sebagai upah; gaji.
Membelanjakan/ mem.be.lan.ja.kan diartikan mengeluarkan uang untuk
belanja. Sedang pembelanjaan/ pem.be.lan.ja.an merupakan proses, cara,
perbuatan ~ membelanjakan; pengeluaran uang.” Kegiatan
membelanjakan berarti mengeluarkan uang sebagai ongkos
mendapatkan sesuatu. Sedangkan pembelanjaan berarti proses
mengeluarkan uang sebagai ongkos dan ditukar dengan sesuatu.

Kementerian Keuangan yang mengelola anggaran belanja negara
mengklasifikasikan belanja menjadi beberapa jenis, salah satunya yakni
belanja pegawai. Belanja pegawai dilaksanakan oleh pemerintah pusat.”

Belanja pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun

70 Arwildayanto, Arifin Suking, and Warni Tune Sumar, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian
Teoritik, Eksploratif, Dan Aplikatif (Bandung: Cendekia Press, 2018), hal.75.

7 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring.”

72 Kementerian Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang
Klasifikasi Anggaran” (n.d.).
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barang, yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, maupun
pegawai honorer yang berada dibawah lingkup pemerintahan negara,
baik di dalam maupun luar negeri, sebagai imbalan atas pemenuhan tugas
dan juga dalam rangka mendukung unit organisasi pemerintah.

Belanja yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah proses
mengeluarkan uang dengan sengaja, untuk mendapatkan sesuatu dengan
tujuan tertentu. Belanja tunjangan profesi guru diartikan proses
mengeluarkan uang tunjangan yang sudah diberikan oleh pemerintah
kepada guru, untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberiannya,
yakni menunjang peningkatan kompetensi guru.”? Kebijakan yang
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY adalah agar
para guru, pengawas, dan kepala sekolah membelanjakan sebagian dana
tunjangan profesi untuk keperluan Pelatihan Keprofesionalan
Berkelanjutan Mandiri (PKB Mandiri) untuk pengembangan diri guru.”
Kegiatan belanja tunjangan profesi guru menjadi hal yang harus
dilaporkan oleh seluruh guru, pengawas, dan kepala sekolah kepada
Kantor Wilayah Kementerian Agama DI1Y, dalam rangka pemenuhan
tugas dan tanggung jawab guru, pengawas, dan kepala sekolah dalam

proses upgrade kemampuan dan kompetensi dirinya.”

73 Edy Purwanto, Kasi Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama
DIY, Hasil Wawancara Studi Pendahuluan Kebijakan Pelaporan TPG.
74 Edy Purwanto, Kasi Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama

DIy.

7> Edy Purwanto, Kasi Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama

DIy.
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3. Tunjangan Profesi Guru

Seorang guru yang menjalankan tugas keprofesionalannya
berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Jaminan
kesejahteraan ini diberikan sebagai penghargaan atas pemenuhan tugas
dan prestasi kerjanya. Jaminan kesejahteraan ini berupa gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta tunjangan profesi guru.’”®
Tunjangan profesi guru adalah jaminan penghasilan diatas kebutuhan
hidup minimum guru yang diberikan kepada guru, pengawas, dan kepala
sekolah yang telah memiliki sertifikat pendidik, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.”’

Guru dan dosen, baik itu pegawai negeri sipil ataupun bukan
pegawai negeri sipil, yang telah memenuhi sertifikat pendidik dan
memenuhi ketentuan undang-undang, diberikan tunjangan profesi setiap
bulan. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil
diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil.
Sedangkan tunjangan profesi bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri
sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan
kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri

sipil.”® Besaran tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil

76 “Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen” (n.d.), Pasal 14-15.
7 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi
Guru, Kepala Madrasah, Dan Pengawas Sekolah Pada Madrasah” (2022), hal.1.

78 «

Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2009 Tentang TPG Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru

Dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor” (n.d.), pasal 3-5.
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adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru agar bisa
mendapatkan tunjangan profesi adalah memiliki sertifikat pendidik,
memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), memenuhi beban kerja, aktif
mengajar sesuai dengan porsi yang tertera dalam sertifikat, berusia
maksimal 60 tahun, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain
satuan pendidikan tempat tugas, memiliki hasil penilaian kinerja minimal
baik, dan mengajar di kelas sesuai dengan rasio guru dan siswa.®

Tunjangan profesi guru diberikan mulai bulan januari tahun
berikutnya kepada guru yang sudah mendapat Nomor Registrasi Guru.®
Tunjangan profesi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)® sedangkan sumber dana pembayaran tunjangan profesi bagi
guru bukan pegawai negeri sipil dibebankan kepada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi, atau DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.®

79 «

Peraturan Menteri Agama No.43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan

Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama” (n.d.), pasal 6.

80 “peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No.74 Tahun 2008 Tentang Guru” (n.d.), pasal 15.

81 “peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2009 Tentang TPG Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
Dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor” (n.d.), pasal 7.

82 “Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen” (n.d.), pasal 16.

83 u

Peraturan Menteri Agama No.43 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan

Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama” (n.d.), pasal 10.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagai upaya untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah,
maka peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan
fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau masa lampau.
Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada
variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya
(Sukmadimanata, 2012).8

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata tertulis ataupun lisan, dari perilaku orang
yang diamati dan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.®
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti objek secara alamiah. Analisis data penelitian
deskriptif kualitatif yang berupa kata, gambar, atau perilaku memberikan
gambaran mengenai situasi dan kondisi penelitian dalam bentuk narasi,
bukan dalam bentuk bilangan atau angka statistik.2® Narasi ini disusun
persis dengan keadaan yang ada di lapangan, tanpa ada pengaruh atau
manipulasi dan subjektivitas dari peneliti, sehingga objektivitas

penelitian dapat terjamin.

8 Muh Fitrah & Luthfiyah, Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi
kasus (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hal.36.

8 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), hal.9.

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Bina Aksara, 1992),

hal.25.
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2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Bidang Pendidikan Madrasah,
yang mengeluarkan kebijakan pelaporan belanja tunjangan profesi guru
bagi pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Kementerian
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan mulai 4

Maret 2022 sampai 22 Juli 2022.

3. Subjek Penelitian

Sanafiah  Faisal (1990) mengutip pendapat Spradley
mengemukakan bahwa sampel sebagai informan penelitian hendaknya
mereka yang menguasai, memahami, melalui proses kegiatan yang
sedang diteliti (menghayati proses), masih terlibat dalam proses kegiatan,
mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi dalam
“kemasannya” sendiri, dan mereka yang “cukup asing” dengan peneliti
sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan narasumber.®’

Subjek penelitian mengenai kebijakan pelaporan tunjangan
profesi guru ini berjumlah 7 orang, yakni Kepala Seksi Guru (Edy
Purwanto) Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta selaku informan utama Kepala
Seksi Kelembagaan (Fahruddin) sebagai upaya konfirmasi data dari

sesama pencetus kebijakan, 4 tenaga pendidik dan kependidikan di

87 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2013), hal.221.
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bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY selaku
pelaksana kebijakan, yakni Wahid Hasyim (Ketua MGMP SKI MA
DI1Y), Zumaroh Nazula (Anggota KKMI Kota Yogyakarta dan KKMI
DI1Y), Rina Harwati (Anggoata MGMP Bahasa Indonesia MTs Bantul),
Fajar Rahmadi (Anggota MGMP Bahasa Arab MA DIY). Subjek
penelitian selanjutnya yakni Programmer dan admin dari Aplikasi
Pelaporan Belanja TPG sebagai pemrakarsa sumber daya pelaksanaan
kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama

DIY, yakni Fajar Rahmadi dan Rosita Lusyawarni.

4. Teknik Pengumpulan Data
Rumusan masalah tidak akan terjawab jika kita belum melakukan
penggalian data penelitian yang faktual di lapangan.® Untuk itu,
pengumpulan data menjadi hal yang niscaya untuk dilakukan.
Pengumpulan data penelitian di lapangan peneliti lakukan dengan
beberapa teknik berikut ini.
a. Observasi
Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan
secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada objek
penelitian.®® Observasi juga merupakan pengamatan khusus

disertai dengan pencatatan yang sistematis terhadap satu atau

88 Samsu, Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods,
Serta Research & Development (Jambi: PUSAKA, 2017).

8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
1991), hal.100.
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beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan tujuan
mendapatkan data yang dipergunakan untuk pemecahan masalah
yang dihadapi.®®

Observasi yang peneliti lakukan yakni observasi sistematis
atau observasi terstruktur, yang mana memiliki struktur atau
kerangka yang jelas, yang berisikan faktor-faktor yang diperlukan
dan sudah dikategorisasikan.®* Observasi sistematis dan terstruktur
ini digunakan untuk dapat mengetahui proses implementasi
kebijakan terutama pada proses pelaporan belanja TPG yang
dilaksanakan dalam aplikasi. Peneliti masuk (log in) ke dalam
Aplikasi Pelaporan Belanja TPG pada tanggal 9 Juli 2022 untuk
melihat secara langsung seperti apa bentuk pelaporan belanja TPG.
Melalui observasi ini, peneliti mengetahui daftar organisasi profesi
beserta anggotanya yang melaksanakan kebijakan belanja TPG,
daftar iuran yang dikeluarkan, data pelaporan belanja TPG, dan
peneliti dapat melakukan checking terhadap keabsahan data yang
dikeluarkan oleh narasumber yang berasal dari guru dan tenaga
kependidikan.
Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara

%0 Sapari Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Usaha
Nasional, 1983), hal.82.

91 Samsu, Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods,
Serta Research & Development (Jambi: PUSAKA, 2017), hal.98.
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(Arikunto,1993).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh

gambaran utuh dari masalah yang diteliti dan lebih mendalami data

yang diperoleh dari adanya observasi di lapangan.®

Wawancara dilakukan sampai menemukan kejenuhan data,

yakni sudah tidak ditemukan lagi unsur kebaruan data yang

diperoleh dari subjek penelitian terbaru. Wawancara dilakukan

terhadap subjek penelitian yang sudah ditentukan (purposive

sampling), yakni subjek penelitian yang mengetahui, memahami,

dan mengalami langsung masalah yang diteliti.

Tabel 1 Daftar Nama Informan

No Nama Jabatan Waktu

1 | Edy Purwanto Ketua Seksi Guru 4 Maret 2022 ;
Bidang DIKMAD 7 Juni 2022

2 | Fahrudin Ketua Seksi 21 Juli 2022

Kelembagaan
3 | Wahid Hasyim Ketua MGMP SKI 21 Juni 2022
MA DIY
4 | Zumaroh Nazula N Anggota KKMI 17 Juni 2022

Kota Yogyakarta

92 Samsu, Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods,
Serta Research & Development (Jambi: PUSAKA, 2017), hal.96.

39



C.

5 | Rina Harwati

Anggota MGMP
Bahasa Indonesia

MTs Bantul

13 Juni 2022

6 | Fajar Rahmadi

Programmer
Aplikasi Pelaporan

Belanja

15 Juni 2022

7 | Rosita Lusyawarni

Admin Aplikasi
TPG tingkat

Provinsi

13 Juni 2022

Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber penelitian bukan

manusia yang telah tersedia dan merupakan sumber yang stabil dan

akurat sebagai cerminan situasi dan kondisi yang sebenarnya, serta

dapat dianalisis berulang-ulang tanpa mengalami perubahan. Data

yang diambil dari proses dokumentasi ini berupa variabel-variabel

yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulensi rapat, legger, agenda, dan sebagainya yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian.*

Peneliti mengumpulkan data historis dan geografis, struktur

organisasi, dokumen surat keputusan kebijakan, dan dokumen lain

yang berkaitan dengan kebijakan belanja tunjangan profesi guru

% |bid, hal.99.
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Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY seperti daftar organisasi
profesi, dan juga daftar pelaporan belanja TPG organisasi profesi
yang termuat dalam Aplikasi Belanja TPG. Peneliti juga
melakukan pengecekan kebenaran data yang diberikan oleh
narasumber dengan membaca artikel berita yang tertulis dalam
website Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, dan website
satuan pendidikan lain yang memberikan informasi berkaitan

dengan implementasi kebijakan belanja TPG.

4. Teknik Keabsahan Data
Kredibilitas data dapat diuji dengan melakukan triangulasi.

Triangulasi data merupakan pengecekan data dengan melakukan
pemeriksaan ulang atau disebut juga cek dan ricek. Teknik melakukan
pengecekan kembali data ini dapat dilakukan dengan cara triangulasi
sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.** Peneliti melakukan
triangulasi sumber, metode, dan juga waktu untuk menjamin keabsahan
data yang peneliti dapatkan dari lapangan.

a. Triangulasi sumber merupakan proses pengecekan data yang
mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk
memahami data dan mencari informasi. Dalam hal ini peneliti
membandingkan data yang didapat dari pencetus kebijakan dan juga

pelaksana kebijakan agar didapatkan perbedaan pandangan dan juga

9 Helaluddin and Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik
(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal.22.
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keabsahan data dapat terjamin. Kegiatan membandingkan data dari

berbagai sumber peneliti jelaskan sebagai berikut :

1)

2)

Perihal proses perumusan kebijakan belanja TPG, peneliti
mengkonfirmasi keabsahan data yang diperoleh dari Edy
Purwanto selaku Kepala Seksi Guru Bidang Pendidikan
Madrasah dengan menggali informasi serupa dari Fahrudin
selaku Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Pendidikan Madrasah
yang juga berperan dalam proses perumusan kebijakan belanja
TPG. Informasi mengenai identifikasi masalah kebijakan,
penyusunan agenda, formulasi masalah, serta perumusan
kebijakan dianggap valid karena data yang peneliti temukan dari
kedua narasumber menunjukkan kesamaan.

Perihal banyaknya rekayasa dan ketidaksesuaian implementasi
kebijakan lama (kebijakan pembelanjaan 10% TPG), mulai dari
prosentase belanja yang begitu besar, banyaknya rekayasa dalam
penggunaan  dan  pelaporan belanja TPG, Peneliti
mengkonfirmasi kebenaran data yang diungkapkan oleh Edy
Purwanto dan juga Fahrudin selaku pemangku kebijakan,
dengan informasi yang didapatkan dari Fajar Rahmadi selaku
pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan di lapangan.
Fajar menuturkan bahwa kebijakan pembelanjaan 10% TPG

dirasakan oleh rekan-rekan guru terlalu besar.
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b. Triangulasi metode dilakukan dengan melakukan beragam metode
penelitian untuk bisa mendapatkan data yang sah. Pada awalnya
peneliti menggunakan metode wawancara, lalu dilanjutkan dengan
menggunakan pengamatan langsung terhadap proses implementasi
kebijakan.  Dokumentasi  juga peneliti gunakan  untuk
mengkonfirmasi kebenaran data yang peneliti dapatkan dari hasil
wawancara narasumber. Kegiatan checking data dengan
menggunakan beragam metode peneliti jelaskan sebagai berikut :

1) Perihal jumlah organisasi profesi dan juga anggota organisasi
profesi terdaftar yang disebutkan oleh Fajar Rahmadi, peneliti
melakukan observasi langsung dengan log in ke dalam aplikasi
belanja TPG dan mendapati kesesuaian jumlah organisasi profesi
yang tercantum dengan yang disebutkan oleh Fajar yakni 133
organisasi profesi. Namun pada point jumlah anggota yang
terdaftar, peneliti menemukan jumlah anggota yang terdaftar
dalam aplikasi melebihi jumlah yang disebutkan oleh Fajar saat
wawancara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian
aplikasi pelaporan belanja meningkat karena jumlah anggota
yang terdaftar semakin banyak.

2) Perihal informasi yang diberikan oleh Edy Purwanto saat
wawancara bahwa guru dan tenaga kependidikan menyambut
baik dan antusias terhadap kebijakan belanja TPG yang baru,

terkonfirmasi oleh berita mengenai acara sosialiasi aplikasi
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belanja TPG yang tercantum dalam website MTsN 9 Bantul

(https://mtsn9bantul.sch.id/quru-mtsn-9-bantul-ikuti-sosialisasi-

aplikasi-belanja-tunjangan-profesi-guru-tpg/) yang menyatakan

bahwa antusiasme peserta sosialisasi terlihat dari banyaknya
pertanyaan yang muncul dari peserta berkaitan dengan teknis
implementasi kebijakan yang baru.

3) Perihal kegiatan sosialisasi kebijakan belanja TPG beserta
demonstrasi aplikasi pelaporan belanja yang baru, yang
disebutkan oleh Edy dan Fajar melalui zoom meeting,
terkonfirmasi dari berita yang tercantum dalam website Kanwil
Kementerian Agama DIY yang melaporkan kegiatan sosialisasi
kebijakan belanja TPG yang baru pada Kamis, 24 Februari 2022.

(https://diy.kemenag.go.id/21773-mtsn-9-bantul-ikuti-

sosialisasi-aplikasi-belanja-tunjangan-profesi-quru-tpg.html)

Website MTsN 9 Bantul juga mengkonfirmasi kegiatan
sosialisasi dan memberitakan hal serupa

(https://mtsn9bantul.sch.id/mtsn-9-bantul-ikuti-sosialisasi-

aplikasi-belanja-tunjangan-profesi-guru-tpa/ ).

c. Triangulasi waktu dilakukan dengan mengecek tingkat ketercapaian
kebijakan dari mulai awal kebijakan ditetapkan, selama kebijakan
dilangsungkan prosesnya, sampai adanya evaluasi setelah kebijakan
dikeluarkan. Triangulasi waktu peneliti jelaskan dalam sebagai

berikut :
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https://mtsn9bantul.sch.id/mtsn-9-bantul-ikuti-sosialisasi-aplikasi-belanja-tunjangan-profesi-guru-tpg/

1) Peneliti melakukan wawancara studi pendahuluan kebijakan
belanja TPG terhadap pemangku kebijakan, yakni Edy
Purwanto selaku Kepala Seksi Guru Bidang Pendidikan
Madrasah pada 4 Maret 2022 dan menanyakan seputar proses
perumusan kebijakan yang baru. Edy Purwanto memaparkan
penjelasan yang sama mengenai proses perumusan kebijakan
saat peneliti menanyakan kembali hal tersebut pada 7 Juni 2022.

2) Peneliti merekam jumlah anggota organisasi profesi yang
disebutkan oleh Fajar Rahmadi sudah terdaftar dalam aplikasi
belanja TPG saat wawancara 15 Juni 2022 sejumlah 1565.
Kemudian peneliti melakukan observasi dengan log in langsung
ke dalam aplikasi pelaporan belanja TPG pada 9 Juli 2022 dan
mendapati jumlah anggota organisasi profesi yang terdaftar
mencapai 1844 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa
ketercapaian aplikasi semakin meningkat seiring berjalannya

waktu.

6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan sebuah tahapan yang baru bisa
dilakukan setelah data penelitian terkumpul dari lapangan dan
keabsahannya telah terjamin. Analisis data dilakukan secara
berkelanjutan, dan memiliki fungsi sesuai dengan kronologi penelitian.
Pada awal penelitian, analisis data dilakukan untuk menentukan rumusan

masalah dan juga fokus penelitian. Saat penelitian sedang berlangsung,
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analisis data dilakukan untuk mengecek keabsahan data dan juga

mempertajam fokus penelitian. Pada akhir penelitian, analisis data

dilakukan untuk merumuskan kesimpulan akhir dari penelitian.*®

Huberman dan Miles (1994) menawarkan pola analisis data melalui
tiga alur yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan
verifikasi.

1. Reduksi data adalah proses mentransformasikan data dalam bentuk
catatan atau transkrip, dengan cara menyeleksi, memfokuskan,
menyederhanakan data yang sifatnya masih sangat luas. Reduksi
data dilakukan dengan cara membuat kode atau kategori khusus.
Coding dapat dilakukan dengan membuat memo ataupun
menuliskan kode pada catatan lapangan. Pengkategorisasian
dilakukan mengacu pada kerangka konseptual masalah yang diteliti.
Peneliti melakukan coding dengan menuliskan kembali hasil
wawancara, dengan menempatkannya pada kategori-kategori yang
sudah peneliti buat berkaitan dengan proses perumusan kebijakan,
context dan juga content dari policy yang diberlakukan, serta
kategori lain yakni faktor pendukung dan juga penghambat
implementasi kebijakan.

2. Penyajian data merupakan tahap penyajian data secara sistematis

sesuai dengan kategorisasinya. Data disusun dengan diberi konteks

% Helaluddin and Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik
(Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal.21.
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dan naratif sehingga argumentasi dapat dibangun. Peneliti menyusun
data dari para narasumber yang telah dikategorikan sesuai dengan
kronologis dan konteks data tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap menafsirkan
dan menetapkan hubungan antar kategori, untuk dapat menemukan
kejelasan dan pemahaman terhadap persoalan penelitian, sehingga
permasalahan penelitian dapat terjawab.’® Peneliti melakukan
interpretasi data yang ditemukan di lapangan, dan menetapkan
kesimpulan baru yang mencerminkan rangkuman realitas

implementasi kebijakan yang dilaksanakan.

% Jogiyanto Hartono M CA Prof, Dr, MBA , Ak , CMA, Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis
Data (Penerbit Andi, n.d.), hal.49.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu bentuk penjelasan
terstruktur dan sistematis yang memberikan gambaran agar lebih mudah
dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab,
yakni :
BAB | : Pendahuluan
Bagian pendahuluan didalamnya berisi paparan latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur yang relevan dengan
penelitian, kerangka teori, serta metode penelitian. Latar belakang
menjelaskan beberapa hal mengenai fenomena sosial terkait masalah
penelitian yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang
lebih mendalam. Rumusan masalah berisikan pertanyaan-pertanyaan yang
muncul seputar latar belakang penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian
mencakup pembahasan mengenai apa saja hal yang ingin dicapai oleh
peneliti dan juga kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kajian literatur
berisikan paparan telaah pustaka penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan gaps (kesenjangan) terkait
dengan topik yang diteliti. Bagian kerangka teori berisikan rangkaian
gambaran dan penjelasan dari semua hal terkait bahan penelitian dan juga
teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengadakan kesimpulan
penelitian. Bagian ini juga menjelaskan metode penelitian yang diterapkan
di lapangan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB Il : Gambaran Umum
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Bagian ini didalamnya mencakup gambaran umum mengenai profil Kantor
Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi
penelitian. Gambaran umum ini meliputi Letak Geografis, Sejarah Singkat,
Visi dan Misi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi,
serta Budaya Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta, serta gambaran umum mengenai Bidang Pendidikan Madrasah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB Il : Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memuat pembahasan hasil penelitian yakni berupa jawaban dari
rumusan masalah yang dipertanyakan. Pembahasan yang akan dipaparkan
meliputi penjelasan mengenai bagaimana proses perumusan kebijakan,
bagaimana tingkat implementability (ketercapaian) dari kebijakan yang di
tetapkan, apa saja context dan juga content dari policy yang dikeluarkan,
serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi
kebijakan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V : Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada
pembahasan sebelumnya, selanjutnya peneliti dapat mengambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam proses perumusan kebijakan belanja TPG, Bidang Pendidikan
Madrasah Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY melewati 4 tahap,
yakni identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah, dan
perumusan kebijakan.

2. Tingkat implementability (ketercapaian) kebijakan belanja TPG masih
dalam kategori rendah, hal ini dikarenakan masih banyak organisasi
profesi yang belum terdeteksi, terutama organisasi profesi di tingkat Ml
dan RA (tingkat kecamatan dan desa). Pihak Kantor Wilayah Kemenag
DIY masih terus berusaha melakukan sosialisasi dan pendataan
terhadap organisasi profesi beserta anggotanya untuk selanjutnya dapat
dibentuk dan kebijakan belanja TPG melalui organisasi profesi dapat
dilaksanakan. Jumlah organisasi profesi yang sudah terdaftar mencapai
133 organisasi profesi. Dari total 7000 guru dibawah naungan Kanwil
Kemenag DIY, per tanggal 15 Juni 2022 jumlah anggota organisasi
profesi yang terdaftar sejumlah 1565, dan per tanggal 8 Juli 2022
sejumlah 1844 guru sudah terdaftar dalam aplikasi pelaporan belanja
TPG. Peneliti meyakini jumlah ini akan terus bertambah seiring

kebijakan dilaksanakan. Pelaporan belanja TPG melalui aplikasi
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belanja TPG juga masih tergolong rendah. Dari total 133 organisasi
profesi yang sudah terdaftar, sejumlah 77 organisasi profesi belum
melaporkan iuran belanja TPG mereka. Baru sejumlah 56 organisasi
profesi yang sudah melaporkan iuran belanja TPG-nya.

3. Faktor pendukung impelementasi kebijakan belanja TPG meliputi dana
anggaran DIPA, kompetensi pemangku dan pelaksana kebijakan,
peralatan dan server aplikasi belanja TPG, serta kesadaran dan
kepatuhan pelaksana kebijakan yang tinggi. Sedangkan faktor
penghambat implementasi kebijakan belanja TPG meliputi jangkauan
dan sebaran informasi yang belum merata mengenai kebijakan,
penguasaan teknologi pelaksana kebijakan yang masih rendah, masih
adanya bias dalam controlling pelaporan kebijakan belanja TPG, serta
pemenuhan kebijakan masih bergantung pada keaktifan organisasi

profesi.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, selanjutnya peneliti
dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi yang dapat
dipertimbangkan dalam rangka mencapai efektifitas dalam implementasi
kebijakan belanja tunjangan profesi guru yang dikeluarkan oleh Bidang
Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, yakni

sebagai berikut.

1. Mengadakan sosialisasi kebijakan belanja TPG yang dihadiri oleh

perwakilan satuan kerja (madrasah) pada tiap jenjangnya, agar lebih
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memudahkan proses pendataan anggota dan meminimalisir organisasi
profesi yang belum terdeteksi.

2. Mengadakan evaluasi dan tindak lanjut terhadap organisasi profesi
yang belum aktif melakukan pelaporan dalam Aplikasi Pelaporan
Belanja TPG, agar diketahui penyebab dan juga memutuskan langkah
yang bisa diambil dalam rangka mensukseskan implementasi kebijakan

belanja TPG.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Belanja
Tunjangan Profesi Guru Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah
Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta” telah peneliti paparkan.
Peneliti berharap paparan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat
dan pengetahuan baru mengenai perumusan, penerapan, serta tingkat
ketercapaian kebijakan belanja TPG, beserta faktor pendukung dan juga
penghambat yang menyertainya. Besar harapan peneliti juga bahwa paparan
hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sumber informasi bagi pemangku
kebijakan daerah lain, ketika ingin mengeluarkan kebijakan yang serupa,
mengingat kebijakan belanja TPG ini merupakan kebijakan satu-satunya di
Indonesia, dan baru pertama Kkali dikeluarkan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama DIY. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat,
peneliti memohon maaf atas segala bentuk kekurangan dan kekhilafan

dalam penulisan skripsi mengenai implementasi kebijkan belanja TPG ini.
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